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 Skripsi yang berjudul PANDANGAN MUI PROVINSI 
SUMATERA SELATAN TERHADAP JUAL BELI FUDHULI 
DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH yang dilihat berdasarkan 
pendapat para anggota MUI Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat 
perbedaan pendapat mengenai kebolehan dan larangan JUAL BELI 
FUDHULI. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pemahaman terhadap 
nash-nash, baik nash dari Al-Qur’an maupun Hadis. 
Untuk menjawab permasalahan penelitian ini, penulis 
melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif. 
Analisis data ini dengan metode field research, dengan cara 
mengumpulkan data melalui wawancara  dengan menggunakan teknik 
purvosief sampling, membaca artikel-artikel, literatur-literatur yang 
berhubungan dengan judul, yang mana data yang diperoleh serta 
penjelasan-penjelasan tersebut di ambil dari hasil wawancara, buku-
buku, jurnal serta sumber tertulis lainnya kemudian dilakukan 
pengkajian sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. 
 Hasil dari pengkajian ini menunjukan bahwa ada persamaan 
pendapat dari kalangan Ulama MUI Sumatera Selatan yaitu jual beli 
fudhuli termasuk jual beli yang dilarang dikarenakan kurangnya syarat 
jual beli walaupun dalam suatu hadist itu diperbolehkan dan didukung 
oleh pendapat Imam Abu Hanifah bahwa jual beli fudhuli  itu statusnya 
tunda para ulama MUI tetap sepakat bahwa jual beli fudhuli  lebih baik 













Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang 
secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian 
dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan 
sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di 
bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf 
Latin. 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث ṡa ṡ 
es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ 
ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 




ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ 
es (dengan titik di 
bawah) 
ض ḍad ḍ 
de (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ  
te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ 
zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ....‘... koma terbalik di atas 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Ki 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
م Mim m Em 
ن Nun n En 
و Wau w We 
ه Ha h Ha 
ء Hamzah ..'.. Apostrof 




2. Vokal  
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  
 
a) Vokal Tunggal  
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harkat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah a a 
 Kasrah  i i 
ـُــ Dammah  u u 
 
Contoh:  
 بتك -kataba 
لعف - fa‘ala 
رك ذ -żukira 
 بهذي  -yażhabu 
لئس -su'ila 
 
b) Vokal Rangkap  
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda dan Huruf Nama  Gabungan huruf Nama  
ى .... Fathah dan ya ai a dan i 




فيك - kaifa 
لوه - haula 
 
c) Maddah 
Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, 









ى....  ا.... 
Fathah dan alif atau 
ya 
Ā a dan garis di atas 
ى... Kasroh dan ya Ī i dan garis di atas 
و..و.. Dammah dan waw Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
لاق - qāla 
يمر - ramā 
ليق - qīla 
لوقي - yaqūlu 
d) Ta' Marbutah  
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 
1) Ta Marbutah hidup 
Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh 
dan dammah, transliterasinya adalah /t/. 
2) Ta' Marbutah mati 
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 
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transliterasinya adalah /h/.Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta 
marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 
bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan 
dengan ha (h). 
Contoh:  
لافطلاا ةضور    -    raudatul al-atfal 
- raudatul al-atfal 
ةرونملا ةنيدملا-   al-Madīnah al-Munawwarah 
-  
- al-Madīnatul Munawwarah 
 
e) Syaddah (Tasydid)  
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan   sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah 
tersebut.  
Contoh:  
انبر - rabbanā 
لزن - nazzala 
ربلا - al-birr 
معن - nu'ima 
جحلا - al-hajju 
 
f) Kata Sandang  
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
huruf, yaitu لا. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu 
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dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan 
kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah. 
 
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang 
dipakai ada dua, seperti berikut: 
 
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. 
Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  
Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 
tanda sambung/hubung. 
Contoh: 
لجرلا  - ar-rajulu 
شمشلا - asy-syamsu 
عيدبلا  - al-badi'u 
ةديسلا  - as-sayyidatu 
ملقلا  - al-qalamu 
للاجلا  - al-jalālu 
 
g) Hamzah  
Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa 
hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun, hal ini hanya 
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terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, 
ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal: 
ترما  - umirtu 
لكا  - akala 
2. Hamzah ditengah: 
نوذخ أت - ta'khużūna 
نولك أت - ta'kulūna 
3. Hamzah di akhir: 
ءيش  - syai'un 
ءونلا  - an-nau'u 
  
h) Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 
yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 
harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata 




نيقزارلا ريخ وهل الله نا و  -Wa innallāha lahuwa khair ar- 
rāziqīn. 





نازيملاو ليكلا اوفواف   - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna. 
- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna. 
 
اهسرمو اهرجم الله مسب  - Bismillāhi majrehā wa mursāhā. 
 
تيبلا جح سانلا ىلع لله و - Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-
baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā. 
لايبس هيلا عاطتسلا نم - Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-
baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā. 
 
i) Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 
kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital 
digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap  huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya. 
Contoh:  
 
لوسر لاا دمحم ام و       - Wa mā Muhammadun illā 
rasūl. 
 
تلل ساتنلل عتض و تتيب لوا نااتكرابم ةتكبب يذ  – Inna awwala baitin wudi‘a  
lin-nāsi lallażī 




نارقلا هيف لزنا يذلا ناضمر رهش     - Syahru Ramadāna al-lażī 
unzila fīhi 
      al-Qur'ānu. 
 
نيبملا قفلاب هار دقلو       - Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-
mubīni. 
 
نيملعلا بر للهدمحلا        - Al-hamdu lillāhi rabbil-
‘ālamīna. 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan 
itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
 بيرق حتف و الله نم رصن      - Nasrum minallāhi wa fathun 
qarīb. 
 اعيمج رملاا لله       - Lillāhi al-amru jamī'an. 
- Lillāhilamru jamī'an. 
 
 ميلع ءيش لكب اللهو      - Wallāhu bikulli syai'in ‘ 
           alīmun. 
j) Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 
pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan 
ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu 
disertai dengan pedoman tajwid. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO: 
“Ádakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang 
tidak mengetahui?” 
Q.S Az-Zumar : 5 
PERSEMBAHAN: 
Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang penulis persembahkan 
kepada : 
 Terima kasih kepada Allah SWT.  Atas nikmat serta 
rahmat yang telah diberikan selama ini. 
 Terima kasih kepada ayahanda M.Umar S.H (ALM) dan 
Ibunda Lustin Rimbawan Agung yang tersayang dan 
tercinta yang telah memberikan segala-galanya untukku. 
 Terima kasih untuk saudaraku yang tersayang Indah 
Khairunnisa. 
 Terima Kasih Untuk Orang Terdekatku Wasila Yanuarti. 
 Terima kasih untuk sabahat-sahabatku yang telah motivasi 
terus-menerus. 





ميح رلا نمح رلا الله مسب 
 Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat 
rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 
Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi 
Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dsan umatnya yang setia 
sampai akhir zaman. 
 Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi 
salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Fakultas Syariah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sebagai 
ketetapan dan persetujuan penulis menyusun skripsi dengan judul : 
“Pandangan MUI Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Jual Beli 
Fudhuli dalam Hukum Ekonomi Syariah”. 
 Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis sangat menyadari 
bahwa adanya bimbingan, bantuan, nasehat serta berbagai petunjuk dari 
berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Pada 
kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan 
serta penghormatan setinggi-tingginya untuk yang terhormat : 
1. Ayah dan Ibu tercinta ( M.Umar S.H (ALM) dan Lustin 
Rimbawan Agung ), yang selalu memberikan dorongan 
semangat berkorban serta selalu mencurahkan kasih sayang, 
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memberikan semangat serta doa yang selalu di panjatkan untuk 
kesuksesanku, suskses dunia maupun akhira, tekhususnya Ibuku 
yang sudah sangat berjuang seorang diri untuk membesarkanku 
dan adikku, terima kasih bu untuk semuanya hingga aku bisa 
kuliah dan lulus di kampus tercinta ini. Serta adikku Indah 
Khairunnisa beserta Keluarga yang lain yang selalu 
memberikan dukungan serta semangat. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Sirozi, Ph.D. selaku  Rektor 
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta dosen 
dan karyawan UIN Raden Fatah Palembang. 
3. Bapak Prof. Dr. Romli SA, M.Ag , selaku dekan Fakultas 
Syariah dan Hukum Palembang 
4. Dra Atika, M.Hum, selaku ketua program studi Muamalah dan 
ibu Armasito, S.H., M.H selaku sekertaris program studi 
muamalah yang selalu memberikan bimbingan dan nasehat 
yang baik. 
5. Prof. Dr. Romli SA, M.Ag , selaku pembimbing utama dan ibu 
Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I , selaku pembimbing kedua 




6. Antoni, SH., M.Hum selaku penasehat akademik yang selama 
ini telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis 
dalam menyelesaikan perkuliahan. 
7. Seluruh anggota MUI Provinsi Sumatera Selatan. Dan semua 
pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini yang 
tidak dapat disebutkan satu persatu. 
8. Sahabat yang membantu dalam pengerjaan skripsi ini ( Rizky 
Tri Ramadhan). 
9. Wanita terhebatku yang menemani ku mengerjakan skripsi ini 
(Wasila Yanuarti) yang sudah memberikan semangat dalam 
pengerjaan skripsi ini. 
10. Semua saudara perjuanganku muamalah 2014 (Dwi Arjelina 
Saleha, Erit Kasari, Fitri Apriana,  Faqihuddin, Faried Abdul 
Aziz, Gagah Pratama, Harpani, Febriansyah, Endang 
Novitasari, Imroatun Koniah,  dkk) 
11. Maaf setulus hati kepada keluarga, kerabat, teman dan sahabat 
jika selama perjalanan dalam pergaulan di lingkungan keluarga, 




12. Semua orang yang berjasa guru dari TK sampai SMA dan 
semua Dosen dan karyawan UIN Raden Fatah. Dan semua 
pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini yang 
tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Semoga semua amal kebaikan yang telah dilakukan oleh semua 
pihak yang turut membantu. Selalu di berikan keberkahan oleh Allah 
SWT. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih 
kepada semua pihak, dengan harapan semoga tulisan ini dapat 





Palembang, 31 Agustus 2018 
Penulis, 
 
        Hasbi Al Akbar 
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A. Latar Belakang Masalah 
Islam sebagai risalah samawi yang universal, datang untuk 
menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek 
spiritual, maupun aspek material.Artinya Islam tidak hanya akidah, 
tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, budaya, dan perekonomian 
yang ditujukan untuk seluruh manusia. Inilah yang diungkapkan 
dengan istilah: Islam adalah ad-din (agama) yang mencakup masalah 
akidah dan Syari’ah. Sebagai agama yang sempurna, Islam dilengkapi 
dengan system dan konsep ekonomi.1 
Islam juga  merupakan sebagai salah satu agama yang 
memberikan banyak sekali informasi aturan untuk menjamin perbaikan 
kelangsungan kehidupan manusia terutama untuk umat Islam itu 
sendiri. Sebagai agama yang memberikan pedoman hidup baik dalam 
hal kehidupan sehari-hari yang pedoman tersebut tertuang baik di 
dalam Al-qur’an, hadis, maupun hasil dari ijtihad oleh para ulama 
sehingga memberikan tata aturan dalam kehidupan. 
Allah SWT menciptakan manusia sebagai mahluk yang sempurna 
dengan diberi bekal dan sarana berupa nafsu, akal, budi dan agama. 
Oleh seluruh hidup dan kehidupannya dalam keadaan bahagia, 
sejahtera jasmani dan rohani. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup dan kebutuhannya Allah menyerahkan sepenuhnya kepada 
                                               
1Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonom, 





manusia, sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan 
atau digariskan oleh agama. 
Manusia merupakan makhluk sosial dalam konteks ini, 
kadangkala manusia tidak dapat menunaikan kewajibannya secara 
langsung karena ada halangan (uzur). Misalnya A dan B sudah sepakat 
untuk melakukan akad sewa-menyewa sebuah rumah. Namun, pada 
waktu yang ditentukan A tidak dapat hadir karena ada uzur maka A 
mewakilkan atau memberi mandate pada C untuk melakukan transaksi 
sewa-menyewa tersebut atas nama A.2 
Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya. 
Di mana tidak semua orang mampu secara langsung mengurus semua 
urusannya. Ia membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluannya 
dan bertindak atas nama dirinya.3 Akad wakalah disyariatkan 








                                               
2Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada 
Sektor Keuangan Syariah,  (Jakarta:  Rajawali Pers, 2017), cet. 2, Hlm. 142. 
 
3Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonom, 










Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan akan sandang, 
pangan dan papan yang tidak pernah berkurang bahkan kian hari 
bertambah. Mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri, kenyataan 
tersebut terbukti sejak pertama manusia diciptakan. 
Manusia sebagai khalifah fi al-Ardhi, Islam memandang bahwa 
bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah kepada manusia agar 
digunakan sebaik-baiknya. Dalam mencapai tujuan ini, Allah 
memberikan petunjuk melalui rasulnya, baik berupa aqidah, akhlak 
maupun syariah. Universal syari’ah Islam dapat diterapkan dalam 
setiap waktu terutama dalam bidang muamalah.Islam sendiri telah 
memerintahkan umatnya untuk melaksanakan ketatalaksanaan niaga 
yang baik guna mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam 
hubungan-hubungan dagang. Rasulullah Saw sendiri, sebelum menjadi 
Rasul telah melakukan jual-beli. 
Jual beli merupakan sesuatu yang tidak terlepaskan dalam 
kehidupan sehari-hari, akan tetapi Al-qur’an memberikan tuntunan bagi 
                                               
4 “dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya 
di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah 
berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada 
(disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu 
lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah 
salah seorang di antara kamu untuk pergi kekota dengan membawa uang 
perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, 
Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia 






setiap umat islam dalam hal jual beli. Apabila rukun dalam jual-beli 
tersebut sudah terpenuhi, yang mana menurut jumhur ulama rukun jual 
beli tersebut antara lain yaitu adanya penjual, adanya pembeli, sighat 
dan, ma’qud ‘alaih (objek akad).5 
Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba’I yang 
menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily 
mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan 
sesuatu yang lain”.6 
Demikian halnya jual-beli fudhuli yang terjadi saat ini, jual-beli 
fudhuli memiliki dua kemungkinan: sah atau batal. Perjanjian yang sah 
memiliki dua kemungkinan, yaitu perjanjian yang bersifat efektif 
(nafadz) karena terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya dan perjanjian 
bersifat tertunda (mauquf) karena keabsahannya bergantung pada izin 
pihak lain.7 
Kata fudhuli turunan dari kata fadhl, yang artinya kelebihan. 
Sementara secara istilah, para ulama menyebutkan,8 
Kaitannya dengan makna bahasa, orang yang melakukan jual 
beli fudhuli, dia melakukan perbuatan yang itu bukan urusannya. 
Mengenai hukum Jual Beli Fudhuli, ada dua keadaan: 
                                               
5Wardi Muslich Ahmad, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2015), Hlm 180. 
 
6 Abdul Rahman Ghazaly, GhufronIhsan, SapiudinShidiq,  FiqhMuamalat, 
(Jakart: Fajar Inter pratama Mandiri,  2015). Hlm 200. 
 
7 Jaih mubarok, Hasanuddin, Fikih Mu’amalah Maliyyah: Akad Jual-Beli, 
(Bandung: Simbiosa rekatama media, 2017).  Hlm 233. 
 






1. Jika pemilik barang tidak merelakan barangnya dijual orang lain, atau 
uangnya digunakan orang lain maka transaksinya batal dengan sepakat 
ulama. 
2. Pemilik barang atau uang mengizinkan. Untuk kasus keduanya, apakah 
transaksinya sah? Ada dua pendapat ulama: 
a. Jual beli fudhuli statusnya sah, selama pemilik barang atau uang 
merelakannya. Abu hanifah berpendapat, Dalam kitab al-Inayah 
Syarh al-Hidayah dinyatakan;9 
 ،خسف ءاش نإو عيبلا زاجأ ءاش نإ رايخلاب كلاملاف ،هنذإ ريغب هريغ كلم عاب نم
ةياور يف دمحأو كلام بهذم وهو10 
 
b. bai’ fudhuli statusnya batal, sekalipun pemiliknya merelakan. Ini 
adalah pendapat Imam as-Syafii dalam pendapat baru dan Imam 
Ahmad dalam salah satu riwayat. 
 ةيلاو نع ردصي مل هنلأ دقعني لا : الله همحر يعفاشلا لاقوشةيعر 
داقعنا لاو ،ادقف دقو كلاملا نذإب وأ كلملاب اهنلأ قلاب لاإةرد رشلاةيع 
Sementara Imam as-Syafii rahimahullah mengatakan, Jual 
belinya tidak sah, karena dia tidak memiliki izin secara syar’i ketika 
melakukan akad. Karena izin syar’I untuk akad adalah dengan memiliki 
barang atau dengan izi pemiliknya. Sementara keduanya tidak ada. Dan 
                                               
9 Diakses dari economic muslim pada 14 juli 2018 pukul 17.55 
 
10 “Orang yang menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya, maka 
pemilik memiliki hak pilih. Jika dia mau, dia bisa merelakannya. Dan jika 
dia mau, dia bisa membatalkan transaksi. Ini adalah pendapat Imam Malik 






transaksi tidak sah kecuali dengan al-Qudrah as-Syar’iyah (keadaan 
yang diizinlan syariah).11 
Salah satu hadis yang banyak dijadikan acuan dalam kajian 
fikih muamalah adalah hadis Hakim bin Hizam. Beliau pernah 
bercerita, Aku pernah bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam. Aku sampaikan, ‘Ada orang yang mendatangiku, memintaku 
untuk menyediakan barang yang tidak aku miliki. Bolehkah saya 
belikan barang itu dipasar, kemudian aku jual barang itu kepadanya? 
Jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, 
Sehubungan dengan permasalahan bagi jual-beli fudhuli, dalam 
hal ini menarik untuk di teliti lebih lanjut dan mendalam, agar dapat di 
ketahui secara luas dan mendalam apakah sistem jual-beli ini terdapat 
penipuaan atau pelanggaran terhadap salah satu pihak terhadap pihak 
lain, oleh adanya kenyataan tersebut menarik untuk di teliti dan di 
angkat dalam pembahasan  penelitian yang berjudul skripsi. 
“PANDANGAN MUI PROVINSI SUMATERA SELATAN 
TERHADAP JUAL BELI FUDHULI DALAM HUKUM EKONOMI 
SYARIAH”. Sehingga penelitian ini di harapkan dapat menjadi 
pedoman atau rujukan umat islam pada umumnya dan masyarakat 
Islam khususnya di kota Palembang. 
 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah Transaksi dalam Jual Beli Fudhuli? 
                                               
11 Siti Hamaliah Binti Ismail, Skripsi: “Al-Bai’u Al-Fudhulii Menurut 





2. Bagaiamana Pandangan MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang 
Jual Beli Fudhuli menurut Hukum Ekonomi Syariah? 
 
C. Tujuan 
1. Untuk menjelaskan bagaimana mekanisme transaksi Jual Beli 
Fudhuli. 
2. Untuk mengetahui pandangan MUI Provinsi Sumatera selatan 
tentang Jual Beli Fudhuli. 
D. Manfaat Penelitian 
Hal penting dari sebuah penelitian adalah kebermanafaatan 
yang dapat di rasakan atau di terapkan setelah terungkap hasil 
peneltian. Adapun kegunaan yang diharapkan terhadap penelitian ini 
adalah: 
1. Secara teoritis, memberikan sumber pemikiran bagi pengembangan 
wawasan mengenai sistem jual beli fudhuli serta menjadi sumber 
referensi bagi pihak berkepentingan. 
2. Secara praktis, agar dapat menjadi bahan pedoman dan petunjuk bagi 
umat muslim dalam bermu’amalah khususnya dalam bidang ba’in (Jual 
Beli) dalam perihal jual beli fudhuli. 
 
E. Penelitiaan Terdahulu 
Penelaah terhadap konsep dan implementasi jual beli dalam  
Islam telah banyak dilakuakan oleh berbagai bidang, Irma Prihantari 
dalam penelitiannya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 
Arisan Sepeda Motor”. Dalam tulisannya menerangkan bahwa ada 





1. Jual beli dari orang yang masih tawar menawar. Apabila ada orang 
yang masih dalam tawar menawar atas sesuatu barang, maka terlarang 
bagi orang lain untuk membeli barang itu, sebelum penawar pertama 
diputuskan 
2. Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar. Maksudnya 
adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar membelinya 
dengan harga murah serta ia juga dapat menjual kembai dengan harga 
yang lebih murah pula hal ini dapat merugikan pedagang yang lain 
apalagi sebelum mengetahui harga pasar. Jual beli ini dilarang sebab 
dapat mengganggu kegiatan pasar meskipun hal ini akadnya sah. 
3. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun kemudian akan 
dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut jual beli ini 
dilarang karena menyiksa pihak pembeli sebab mereka tidak 
memperoleh barang keperluannya saat harga masih standart 
4. Jual beli yang dilarang terkait pelaku akad, Para fuqaha sepakat bahwa 
jual beli dianggap sah jika dilakukan oleh setiap orang telah baligh, 
berakal, dapat memilih, mutlak tashauf (dapat melakukan tindakan 
dengan bebas), tidak dilarang membelanjakan hartanya baik demi 
menjaga haknya seperti orang idiot maupun demi menjaga hak orang 
lain seperti orang yang berhutang. Fudhuli merupakan salah satu jual 
beli yang dilarang terkait pelaku akad, menurut pendapat ulama 
Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli fudhuli sah dan pemberlakuannya 
tergantung pada persetujuan pemlik barang yang sebenarnya.12 
                                               
12 Irma Prihantari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Motor”, 






Selanjutnya, M.Imron Affandi, penelitaanya berjudul “Evaluasi 
Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (psak) no 59 pada 
pembiayaan murabaha”. Dalam tulisannya menerangkan bahwa 
pelaksaan Janji pemesan untuk membeli barang dalam murabahah bisa 
merupakan janji yang mengikat, bisa juga tidak mengikat. Para ulama 
syariah terdahulu bersepakat bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk 
memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan itu. Saat ini, 
The Islamic Fiqih Academy juga menetapkan hukum yang sama. 
Alasannya, pembeli barang pada saat awal telah memberikan pilihan 
kepada pemesan untuk tetap membeli barang itu atau menolaknya. 
Penawaran untuk nantinya tetap membeli atau menolak dilakukan 
karena pada saat transaksi awal orang tersebut tak memiliki barang 
yang hendak dijualnya. Menjual barang yang tidak dimiliki adalah 
tindakan yang dilarang syariah karena termasuk bai’al fudhuli. Para 
ulama syariah terdahulu telah memberikan alasan secara rinci mengenai 
pelarangan tersebut. Namun, beberapa ulama syariat modern 
menunjukkan bahwa konteks jual-beli murabahah jenis ini dimana 
“belum ada barang” berbeda dengan “ menjual tanpa kepemilikan 
barang”. Mereka berpendapat bahwa janji untuk membeli barang 
tersebut bisa mengikat pemesan. Terlebih lagi bila si nasabah “pergi” 
begitu saja akan sangat merugikan pihak bank atau penyedia barang. 
Barang sah dibeli sesuai dengan pesanannya tetapi ia meninggalkan 
begitu saja. Oleh karena itu para ekonom dan ulama kontemporer 
menetapkan bahwa si nasabah terikat hukumnya. Hal ini demi 
menghindari “kemudharatan”.13 
                                               





Jadi dapat diketahui bahwa perbedaan penelitian ini dengan 
penelitian sebelumnya ialah terletak pada Judul Penelitian. Tempat 
Penelitian dan Objek Penelitian. 
F. Metode Penelitian 
Metode peneltitan merupakan suatu cara atau prosedur atau 
langkah yang digunakan mengumpulkan data dan mengelola data serta 
analisa data dengan menggunakan tehnik dan cara tertentu. Langkah-
langkah dalam metode peneltian ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian atau penyusunan skripsi ini adalah penelitian 
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh respon 
dan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Penelitian kualitatif, 
datanya dapat penulis peroleh dari lapangan, baik data lisan yang 
berupa wawancara maupun tertulis (dokumen).14 Digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah 
penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 
individu, keadaan, atau kelompok tertentu, atau untuk mentukan ada 
tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala-gejala lain dalam 
masyarakat. Yang diteliti dan dipelajari disini adalah obyek utuh, 
sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau sejarah kehidupan 
manusia. 
2. Jenis dan Sumber Data 
                                                                                                                
Keuangan (psak) no 59 pada pembiayaan murabaha”, Skripsi (Universitas Sebelas 
Maret. 2003). 
14 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet X: (Bandung: 





Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis sumber 
data dengan penjelasan sebagai berikut: 
a. Jenis Data 
Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data 
yang bersifat menggambarkan, menguraikan, dan memaparkan 
tentang masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah. 
b. Sumber data 
Sumber data ada dua yaitu data primer dan data 
sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari MUI 
Provinsi Sumatera Selatan dengan melalui penelitian lapangan 
tentang apa hukum jual beli fudhuli. 
Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang 
menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, 
selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung sedangkan 
data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah 
data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan 
dengan jual beli fudhuli, serta sumber yang lain berupa hasil 
laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema 
yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan 
dengan data primer. Data tersebut adalah bahan tambahan yang 
berasal dari sumber tertulis yang dapat di bagi atas sumber 
majalah ilmiah, data yang diperoleh dari bahan-bahan 
kepustakaan, terdiri dari yang berhubungan dengan 





buku Fiqh muamalah, Fiqh Sunnah, ushul Fiqh dan lain 
sebagainya.15 
3. Tekhnik pengumpulan data 
a. Wawancara  
Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan 
informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-
pertanyaan pada para responden. Dengan cara berhadapan langsung 
antara interviuwer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara 
lisan.16 
b. Studi Pustaka  
Penulis menggunakan data yang diambil dari buku-buku ilmiah, 
peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan 
acuan dan berkaitan dengan penelitian ini17. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan perlengkapan dari penggunaan metode 
observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan 
kreabilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika 
melibatkan/menggunakan studi dokumentasi dalam metode penelitian 
kualitatif. 18 
4. Lokasi penelititan 
                                               
15Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Asdi 
Mahasatya, 2011), Hlm 87-90. 
 
16Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: 
Reneka Cipta; Cetakan Kelima, 2006), Hlm 39. 
 
17http://febigundar.blogspot.co.id/2011/12/tekhnik-pengumpulan-data-
studi.html. (diakses pada tanggal 20 April 2018, pukul 11:01 WIB) 
18 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: 






Adapun lokasi penelitian ini di Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Provinsi Sumatera Selatan Jln. Kapten Anwar Sastro No. 1061 
Palembang Sumatera Selatan.  
5. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota MUI Provinsi 
Sumatera Selatan yang berjumlah 130 orang, namun peneliiti lebih 
menspesifikan pada komisi Fatwa. Adapun Tekhnik Pengumpulan 
datanya adalah purfosive sampling yaitu pengambilan sampel yang 
berdasarkan kesengajaan untuk dipilih tanpa secara acak, dimana 
sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 
Sampel yang diambil 3 dari 12 anggota komisi fatwa MUI Provinsi 
Sumatera Selatan.19 
6. Teknik Analisis Data 
Analisis data yang dilakukan dengan metode deskriptif  
kualitatif, yakni dengan menyajikan, menggambarkan atau 
menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan 
masalah, secara sistematis, faktual dan akurat. Kemudian pembahasan 
ini disimpulkan secara  induktif yaitu menggambarkan kaedah khusus 
yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisis 
kemudian diambil kesimpulan secara umum sehingga penyajian hasil 
penelitian dapat dipahami dengan mudah. 
 
 
G. Sistematika Penelitian 
                                               
19 Masri Singaribun dan Sofya Effendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: 





Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk 
memberikan gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi 
penelitian. Adapun sistematik pembahasan yang terdapat dalam 
penelitian ini terdiri dari lima bab. 
Bab Pertama, bab ini berisi dari beberapa bagian antara lain ialah 
pendahuluan atau latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian,penelitian terdahulu, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
Bab kedua, adalah sebagian teori-teori untuk membantu 
memecahkan masalah dalam skripsi ini. Oleh karena itu bab ini akan 
diuraikan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli 
fudhuli, dengan beberapa bagian sebagai berikut: pengertian Jual Beli, 
pengertian Jual Beli fudhuli, dasar hukum jual beli fudhuli, syarat dan 
rukun jual beli fudhuli hukum fudhuli shahih dan fasid, yang 
diperbolehkan dalam akad fudhuli, hikmah fudhuli, dan hukum perdata 
fudhuli.  
Bab ketiga, dalam bab ini akan menggambarkan mengenai tempat 
dimana penelitian ini akan dilakukan yaitu lembaga MUI Provinsi 
Sumatera Selatan yang akan dimulai dari sejarah berdirinya lembaga 
MUI, struktur organisasi, peran serta fungsi lembaga tersebut. 
Bab keempat, karena pada bab ini merupakan inti dari pada 
pembahasan maka penulis membahas bagaimana pendapat MUI 
Provinsi Sumatera Selatan terhadap Jual Beli fudhuli. 
Bab kelima, mengakhiri pembahasan dengan menampilkan 
kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun terhadap 

















TINJAUAN UMUM JUAL BELI 
 
A. JUAL BELI 
  
1. Pengertian Jual Beli 
Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai’ yang berarti 
menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. 
Lafal al-ba’ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian 
lawannya, yakni kata ash-shira’ (beli). Dengan demikian, kata al-bai’ 
berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.20 
Secara etimologi, jual beli adalah suatu proses tukar menukar 
barang dengan uang atau barang dengan barang. Kata bay’ yang artinya 
jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti 
halnya kata shira’ yang termaktub dalam ayat berikut:21 
   
   
      22 
Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang 
dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-
                                               
20 Nasrun Haroen, Fiqh muamlah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),  
Hlm 111. 
 
21 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Abdul Hayyie 
Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm  25. 
 
22 (QS. Yusuf. 20) dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu 






masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya 
dengan:23 
Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, 
yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah 
melalui ijab dan qobul, atau juga boleh melalui saling memberikan 
barang  dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta 
yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga 
bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh 
diperjualbelikan, karena benda- benda itu tidak bermanfaat bagi 
muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, 
menurut ulama Hanafiyah, jual belinya  tidak sah.24 
Definisi lain dikemukakan Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan 
Hanabilah yang dikutip oleh Nasron Haroen dalam bukunya Imam 
An-Nawawi. Menurut mereka jual beli adalah “Saling menukar harta 
dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”. 
Dalam hal ini ditekankan kata “milik dan pemilikan”, karena 
ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti 
sewa- menyewa.25 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
Adapun hukum disyariatkannya jual beli dapat dijumpai dalam 
Al- Qur’an, Hadist, dan Ijma’ di antaranya adalah sebagai berikut: 
                                               
23 Nasrun Haroen, Fiqh muamlah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),  
Hlm 111. 
24 Abdul Rahman Ghazaly, et. al. Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2010),  Hlm 68. 
 
25 Abdul Rahman Ghazaly, et. al. Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada 






Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat 
manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur’an dan sunnah 
Rasulallah saw. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur’an yang  berbicara  
tentang jual beli, di antaranya dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi:  
  
    
   
   
    
   
    
   
    
   
    
     
   
    
 26 
                                               
26 (QS al-baqarah, ayat  275) orang-orang yang Makan (mengambil) riba 
tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 
itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual 
beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa 
yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 
(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang 







   
  
   
    
    
    
    27 
Jelaslah sudah bahwa diharamkannya kepada kita harta sesama 
dengan jalan bathil, baik itu dengan cara mencuri, menipu, merampok, 
merampas maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan 
Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan 
atas suka sama suka dan saling menguntungkan. 
b. Hadist 
Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulallah saw. 
diantaranya adalah hadist dari Rifa’ah ibn Rafi’ bahwa: 
 “Dari Rafiah bin Rafi r.a (katanya); sesungguhnya nabi 
Muhammad saw. pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? 
Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya 
sendiri dan semua jual beli yang bersih.” (HR. AlBazzar, dan dinilai 
sahih oleh al-Hakim).28 
                                               
27 (Qs An-Nisa ayat 29 ) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 
janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu. 
28 Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sanani, Subul al-






Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa usaha yang paling 
baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain 
dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran tanpa ada 
kecurangan. 
c. Ijma’ 
Ulama Islam sepakat bahwa jual beli dan penerapannya sudah 
berlaku sejak zaman Rasulullah saw. hingga saat ini. Dan umat islam 
sendiri pun sepakat bila jual beli itu hukumya boleh dan terdapat 
hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang 
berada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan 
memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan 
diperbolehkannya jual  beli maka dapat membantu terpenuhinya 
kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhanya itu. Manusia 
itu sendiri adalah makhluk social, sehingga tidak bisa hidup tanpa 
adanya kerjasama dengan yang lain.29 
Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat 
kepada yang lain, agar di antara mereka terjadi kerjasama yang saling 
menguntungkan. Interaksi horizontal ini dilakukan karena  tidak  
mungkin manusia mampu mencukupi hidupnya sendiri, dan  
dimaksudkan agar manusia itu saling menolong dalam segala urusan 
kepentingan hidup masing-masing, baik melalui jual beli, sewa- 
menyewa, bercocok tanam atau usaha lain. 
                                                                                                                
 
29 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Abdul Hayyie Al-






3. Rukun Jual beli 
Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 
empat, namun ada juga yang menambah dengan adanya nilai tukar 
pengganti barang dan adanya kerelaan kedua belah pihak. Adapun 
penjelasannya sebagai berikut: 
a. Penjual. Ia haruslah memiliki barang yang akan dijualnya atau 
mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.  
b. Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak, dalam arti ia 
bukan orang yang kurang waras atau bukan anak kecil yang 
tidak mempunyai izin untuk membeli. 
c. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan yang 
hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada 
pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan 
ciri-cirinya.30 
d. Akad, adalah “pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan 
kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat 
hukum pada objeknya.”31 
e. Adanya nilai tukar pengganti barang.32 
f. Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi jual 
beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak. 
                                               
30 Ismail Nawawi, Fiqih Mu’amalah, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 
2010), Hlm 132. 
 
31 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2010),  Hlm 68. 
 






Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari 
jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah 
pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Apabila 
ijab dan qabul  telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan 
barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang 
yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar 
atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.15 
Jual beli yang menjadi kebiasaan, miasalnya jual beli sesuatu 
yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul. 
Menurut fatwa ulama syafi’iyah, jual beli barang-barang yang 
kecilpun harus ijab dan kabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan 
Ulama Muta’akhirin Syafi’iyah berpendirian bahwa boleh jual beli 
barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli 
sebungkus rokok.33 
 
4. Syarat-syarat Jual Beli 
Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat, yaitu:34 
a. Syarat terjadinya transaksi jual beli 
1. Syarat orang yang berakad35 
a. Berakal dan baligh, Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, 
menurut Ulama Hanfiyah, apabila akad yang dilakukannya 
                                               
33 Nasrun Haroen, Fiqh muamlah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),  Hlm 
116. 
 
34 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Abdul Hayyie Al-
Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm  27. 
 







membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, 
sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu 
membawa kerugian bagi dirinya, maka tindakan hukumnya ini 
tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang  dilakukan  
anak kecil yang telah mumayyiz mengandung manfaat dan 
kemudharatan sekaligus, seperti jual beli, maka transaksi ini 
hukumnya sah, jika walinya mengizinkan. 
b. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. 
Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang 
bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. 
c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam 
benda-benda tertentu. Misalnya seseorang dilarang menjual 
hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak 
beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli  tersebut 
akan merendahkan abid yang beragama Islam.36 
2. Syarat akad (ijab-qabul) 
a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal. 
b. Pernyataan qabul harus sesuai dengan ijab 
c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis37 
d. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah 
penjual menyatakan ijab dan sebaliknya. 
e. Jangan diselingi kata-kata lain antara ijab dan qabul.38 
                                               
36 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2005), Hlm 71. 
37 Nasrun Haroen, Fiqh muamlah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),  Hlm 
116. 
38 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 





3. Syarat barang yang dijual belikan 
1) Syarat sah transaksi jual beli 
Syarat sah jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu 
syarat umum dan syarat khusus: 
a. Syarat-syarat umum, adalah syarat-syarat yang harus ada di setiap 
jenis jual beli agar transaksi itu dianggap sah secara syar’i. Adapun 
syarat-syarat secara umum adalah transaksi harus terhindar dari enam 
cacat, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, beresiko 
atau spekulasi, kerugian, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan 
transaksi. 
b. Syarat-syarat khusus, adalah syarat-syarat yang menyangkut sebagian 
jenis jual beli saja, seperti menyangkut jual beli barang yang dapat 
berpindah, mengatahui harga awal jika jual beli itu berupa sistem bagi 
hasil atau pemberian wewenang, menyangkut jual beli mata uang, 
menyangkut jual beli salam, menyangkut jual beli barang-barang riba, 
menyangkut jual beli barang yang  berbentuk piutang.39 
c. Persyaratan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. Oleh karena itu, 
jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah, dan 
jika tidak ada maka tidaklah sah. Seperti misalnya, pembeli buku 
mensyaratkan hendaknya buku itu kertasnya kuning.40 
2) Syarat berlaku jual beli 
Untuk sahnya sebuah transaksi harus terpenuhi dua syarat, yaitu: 
a. Hak pemilikan dan hak wewenang. Hak milik adalah hak memiliki 
barang dimana hanya orang yang memilikinya yang mampu 
                                               
39 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Abdul Hayyie Al-
Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm 54. 
40 Ismail Nawawi, Fiqih Mu’amalah, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 





berkuasa penuh atas barang itu selama tidak ada halangan syar’i. 
Sedangkan hak wewenang adalah kekuasaan resmi yang diberikan 
oleh agama agar bisa melegalkan ataupun melakukan sebuah 
transaksi. 
b. Hendaknya pada barang yang dijual tidak ada hak milik selain 
penjual. Jika saja pada barang yang dijual itu ada hak oarang lain, 
maka jual beli tertangguhkan belum terlaksana. 
3) Syarat kelaziman jual beli 
4) Syarat-syarat luzum>  transaksi  harus  diperhatikan  setelah  
syarat-syarat sah dan berlakunya transaksi telah terpenuhi. 
Dimaksudkan syarat  luzu>m transaksi  adalah transaksi yang  
dilakukan oleh kedua belah pihak lolos dari pemberlakuan 
hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi oleh 
salah satu pelaku transaksi, seperti hak khiyar syarat}.41 
 
5. Macam-macam Jual Beli 
Beberapa macam jual beli yang diakui Islam antara lain adalah:42 
1. Jual beli barang dengan uang tunai 
2. Jual Beli barang dengan barang (muqayadlah/barter) 
3. Jual beli uang dengan uang (Sharf) 
4. Jual Utang dengan barang, yaitu jual beli Salam (penjualan barang 
dengan hanya menyebutkan ciri-ciri dan sifatnya kepada pembeli 
dengan uang kontan dan barangnya diserahkan kemudian) 
                                               
41 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Abdul Hayyie Al-
Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm 58. 
42 Ismail Nawawi, Fiqih Mu’amalah, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 





5. Jual beli Murabahah (Suatu penjualan barang seharga barang 
tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya 
seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan 
keuntungan tertentu. Karakteristik Murabahah adalah si penjual 
harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan 
menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya 
tersebut.” 
6. Jual Beli yang Dilarang Islam 
Jual beli yang dilarang dalam islam jumlahnya banyak. 
Menurut jumhur ulama, tidak ada perbedaan antara jual beli fasid dan 
bathil. Sedangkan ulama Hanafiyah membedakan keduanya. Ada 
empat penyebab kerusakan dalam jual beli, yaitu:43 
1. Jual beli yang dilarang karena ahliyah pelaku akad. 
Adapun orang-orang yang tidak sah jual belinya adalah sebagai 
berikut:44 
a. Orang gila, jual beli orang gila tidak sah berdasarkan kesepakatan 
ulama karena tidak memiliki kemampuan. Disamakan dengan 
orang yang pingsan,mabuk dan dibius. 
b. Anak kecil, tidak sah jual beli orang yang belum mumayyiz 
menurut kesepakatan ulama, kecuali dalam hal yang kecil. Adapun 
jual beli anak yang belum mumayyiz maka tidak sah menurut  
ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, karena tidak memiliki sifat 
ahliyah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual 
                                               
43 Ismail Nawawi, Fiqih Mu’amalah, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 
2010), Hlm 133. 
44 Ismail Nawawi, Fiqih Mu’amalah, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 





beinya sah jika ada izin walinya atau persetujuannya. 
c. Orang buta (tuna netra), jual beli orang buta sah menurut jumhur 
ulama jika diterangkan kepadanya sifat barang yang mau dibeli, 
karena hal itu menyebabkan adanya rasa rela. 
d. Orang yang dipaksa. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli orang 
yang dipaksa sifatnya menggantung dan tidak berlaku. Sedangkan 
menurut ulama Malikiyah, jual beli orang yang dipaksa adalah 
tidak mengikat. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah dan 
Hanabilah, jual belinya tidak sah karena tidak terpenuhinya sifat 
kerelaan ketika penetapan akad. 
e. Fudhuli, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli 
fudhuli sah dan peberlakuannya tergantung pada persetujuan 
pemilik barang yang sebenarnya. Menurut ulama Syafi’iyah dan 
Hanabilah, jual beli ini tidak sah karena ada larangan jual beli 
sesuatu yang tidak dimiliki seseorang. 
f. Orang yang dilarang membelanjakan harta (mahjur ‘alaih) karena 
kebodohan, bangkrut atau sakit. Orang yang bodoh atau idiot, jual 
belinya menjadi tergantung menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah,  
dan Hanabilah. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, jual belinya 
tidak sah karena tidak adanya sifat ahliyah dank arena  ucapannya 
tidak dianggap. 
g. Mulja, yaitu orang yang terpaksa menjual barangnya guna 
menyelamatkan hartanya dari orang yang lalim. Jual beli ini fasid 
menurut ulama Hanafiyah dan batil menurut ulama Hanabilah. 
2. Jual beli yang dilarang karena shighat. 






a. Jual beli dengan tulisan (surat-menyurat) atau dengan perantara 
utusan. Jual beli ini sah berdasarkan kesepakatan ulama. Yang 
menjadi tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari 
pelaku akad pertama kepada pelaku akad kedua. Jika qabulnya 
terjadi di luar tempat tersebut, maka akadnya tidak sah. 
b. Jual beli orang bisu dengan isyarat yang bisa dipahami atau 
dengan tulisan adalah sah karena darurat. Hal itu sama juga seperti 
ucapan dari orang yang menunjukkan apa yang ada dalam hatinya. 
Jika isyaratnya tidak bisa dipahami dan tidak pandai menulis, 
maka akadnya tidak sah. 
c. Jual beli dengan orang yang tidak hadir di tempat akad adalah 
tidak sah menurut kesepakatan ulama, karena kesatuan tempat 
merupakan syarat sah jual beli. 
d. Jual beli dengan tidak adanya kesesuaian antara ijab dan qabul 
adalah tidak sah menurut kesepakatan ulama. Kecuali jika 
perbedaannya menunjukkan pada hal yang baik, seperti pembeli 
menambah harga yang telah disepakati, maka akad ini sah menurut 
ulama Haanafiyah dan tidak sah menurut ulama Syafi’iyah. 
e. Jual beli tidak sempurna, yaitu jual beli yang dikaitkan pada syarat 
atau disandarkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini fasid 
menurut ulama Hanafiyah dan bathil menurut jumhur ulama. 
3. Jual beli yang dilarang karena ma’uquud alaih (objek transaksi). 
Para fuqaha berselisih pendapat dalam sifat sebagian jual beli 
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yang dilarang, seperti berikut ini:46 
a. Jual beli barang yang tidak ada atau beresiko hilang. Seperti jual 
beli sperma dari pejantan, sel telur dari betina,  dan anak  dari 
anaknya. Jual beli seperti ini tidak sah menurut kesepakatan 
mazhab yang empat, karena ada larangan dalam hadis-hadis yang 
shahih. 
b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Seperti burung yang 
terbang di udara, dan ikan yang ada di dalam air. Jual beli seperti 
ini tidak sah menurut kesepakatan mazhab-mazhab, karena ada 
larangan dalam sunnah. 
c. Jual beli utang dengan tidak tunai, yaitu jual beli utang dengan 
utang. Jual beli ini bathil menurut kesepakatan ulama karena 
dilarang syari’at. Menjual utang pada orang yang berutang secara  
kontan  boleh menurut kesepakatan ulama, sedangkan menjual 
utang pada selain orang yang berutang secara kontan itu bathil 
menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zhahiriyah serta boleh 
dalam mazhab- mazhab yang lainnya. 
d. Jual beli yang mengandung unsur penipuan (gharar) yang besar, 
yaitu keberadaannya yang tidak pasti. Jual beli ini tidak sah 
menurut kesepakatan ulama karena terdapat larangan mengenai hal 
itu. 
e. Jual beli sesuatu yang najis dan yang terkena najis tidak sah 
menurut kesepakatan ulama. Ulama Malikiyah membolehkan 
memakai lampu dan membuat sabun dengan minyak yang najis. 
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Sedangkan ulama Hanafiyah membolehkan jua beli sesuatu yang 
terkena najis selain makanan. 
f. Jual beli air. Menurut jumhur ulama dari mazhab yang empat 
boleh menjual air yang dimiliki, atau yang disimpan dalam wadah, 
atau air dari mata air. Sedangkan ulama Zhahiriyah berpendapat 
bahwa menjual air itu tidak halal sama sekali. 
g. Jual beli sesuatu yang tidak dikethui, mengandung unsur 
ketidakpastian baik dalam barang dagangan, harga, waktu, jenis 
yang digadaikan adalah fasid menurut Hanafiyah dan bathil 
menurut jumhur ulama. 
h. Jua beli sesuatu yang tidak ada dalam tempat transaksi atau tidak 
terlihat. Menurut uama Hanafiyah, jua beli sah tanpa melihat dan 
tanpa menyebutkan sifat, tetapi pembeli diberi hak khiyar ketika 
melihatnya. Menurut ulama Malikiyah jual beli ini sah dengan 
menyebutkan sifat, dan terdapat hak khiyar ketika melihatnya. 
Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah jual beli ini tidak sah 
secara mutlak. 
i. Jual beli sesuatu sebelum ada serah terima. Menurut  ulama 
Hanafiyah, tidak boleh menjual harta bergerak sebelum ada serah 
terima. Menurut ulama Syafi’iyah hal itu boeh secara mutlak, 
karena keumunan larangan yang terdapat dalam hadis. Sedangkan 
ulama Malikiyah megkhususkan larangan ini dalam makanan. 
j. Jual beli buah-buahan atau tanaman adalah tidak sah menurut 
kesepakatan ulama jika terjadi sebelum tercipta, karena ia berarti  
tidak ada. Jual beli ini sah menurut ulama Hanafiyah jika tidak 





4. Jual beli yang dilarang karena sifat, syarat, atau larangan syara’. 
Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh 
diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga 
untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar 
(minuman yang memabukkan).47 Jual beli seperti ini fasid menurut 
ulama Hanafiyah tapi dapat sah dengan memberikan nilainya, dan 
bathil menurut jumhur ulama. 
5. Jual beli ketika azan shalat jum’at. Waktunya yaitu sejak imam naik 
mimbar sampai selesai shalat. Menurut ulama Hanafiyah, waktunya 
dari waktu azan yang pertama. Jual beli ini makruh tahrim menurut 
ulama Hanafiyah, sah tapi haram menurut ulama Syafi’iyah, 
dibatalkan (fasakh) menurut ulama Malikiyah dalam pendapat yang 
masyhur dan tidak sah sama sekali menurut ulama Hanabilah.48 
7. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/ pasar. 
Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar 
dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudia menjual 
di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat 
merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga 
pasar. Jual beli ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, 
meskipun akadnya sah49. 
8. Menjual anggur kepada pembuat khamar. Jual beli ini sah secara 
zhahir serta makruh tahrim menurut ulama Hanafiyah dan haram 
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menurut ulama Syafi’iyah. Hal itu karena akadnya telah memenuhi 
syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan syara dan dosa disebabkan 
oleh niat yang salah atau faktor lain yang tidak dibenarkan  oleh  
syara. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan, 
kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan. 
Seperti jual beli patung, salib, buku-buku bacaan porno, menjual 
pedang kepada orang yang akan membunuh orang lain dengan pedang 
tersebut secara zalim, menjual jarring kepada orang yang berburu 
sesuatu yang haram, dan menjual kayu kepada orang yang akan 
membuat tempat hiburan dengan kayu tersebut.50 Memperjualbelikan 
barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. 
Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya 
minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan 




   
    
    
   
  
    
    
   
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    
   
    
   
   
   
   
     
    51 
 Jual beli ini tidak sah menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah 
guna menutup jalan keharaman (Sadd adh-Dhari’ah), seperti menjual 
senjata pada masa kekacauan atau kepada para penyamun. Hal itu 
karena sesuatu yang bias menyampaikan pada keharaman adalah 
haram, walaupun hanya sebatas maksud atau niat. 
BAB III 
GAMBARAN UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 
 
A. Sejarah Pembentukan Lembaga MUI 
Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang 
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Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan 
(mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-
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Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada 





menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia 
untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat  Islam Indonesia 
dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri 
pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 
M di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para 
ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru 
tanah air.52 
Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang 
mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan 
unsur dari ormas- ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, 
Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul 
Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari 
Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang 
tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. 
Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah 
kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para 
ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah 
"PIAGAM BERDIRINYA MUI", yang ditandatangani oleh seluruh 
peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional 
Ulama I. 
Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa 
Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30  
tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam 
perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah 
kesejahteraan rohani umat. Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya 
                                               





bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul 
Anbiya).  
Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun 
masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para 
ulama pada zaman penajajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain 
umat  Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat.  
Kemajuan  sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika  dan  
moral,  serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan 
kebendaan  dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek 
religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan 
umat manusia. 
Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam  Indonesia  dalam  
alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan 
aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan  dapat menjadi 
sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri53. 
Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok 
(ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin 
dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam 
yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturrahmi, demi 
terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.54 
Dalam perjalanannya, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah 
musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan  muslim  berusaha  untuk 
memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan 
kehidupan beragama  dan  bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu  wa  
Ta'ala;  memberikan  nasihat  dan fatwa  mengenai masalah keagamaan dan 
kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan 
bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah  dan kerukunan antar-umat beragama 
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dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi 
penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal 
balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan  
nasional;  meningkatkan  hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga 
Islam dan cendekiawan  muslimin dalam memberikan bimbingan dan 
tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan 
konsultasi dan  informasi  secara timbal balik. 
Dalam khitah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan 
lima fungsi dan peran utama MUI yaitu: 
1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya) 
2. Sebagai pemberi fatwa (mufti) 
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim  al  
ummah) 
4. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid 
5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar 
Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali 
kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian 
Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. 
Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan kini KH. M. Sahal Maffudh. Ketua 
Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan 
mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus 
berkhidmah untuk memimpin  majelis  para  ulama ini.55 
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PANDANGAN MUI PROVINSI SUMATERA SELATAN 
TERHADAP JUAL BELI FUDHULI DALAM HUKUM 
EKONOMI SYARIAH 
 
1. Pengertian Jual Beli (Bai’ al) Fudhuli 
Secara Etimologi Fudhuli berasal dari perkataan bahasa Arab 
yaitu (لضف( yang berarti kelebihan, manakalah Al-Fudhuli secara 
terminology adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak 
bermanfaat aginya atau melakukan sesuatu pekerjaan yang bukan 
urusannya.56 
Orang yang menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya, 
maka pemilik memiliki hak pilih. Jika dia mau, dia bisa merelakannya. 
Dan jika dia mau, dia bisa membatalkan transaksi. Ini juga adalah 
pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat.57 
Saat ini banyak sekali terjadi diantara kita jual-beli semacam 
ini. Akan tetapi kebanyakan orang tidak memperhatikan hukum dari 
jual-beli tersebut. Dilihat dari sah ataupun tidaknya. Ada yang 
berpendapat bahwa bai’ al-fudhul termasuk jual-beli yang dilarang. Jika 
dilihat dari ‘illahnya yaitu menjual atau membeli barang yang bukan 
miliknya atau menjual barang yang bukan dalam wilayah kekuasaannya 
jelas ada sesuatu yang membuat cacat di dalam transaksi tersebut. 
Karena salah satu syarat barang di dalam jual-beli adalah milik sendiri, 
bukan milik orang lain. 
                                               
56 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Abdul Hayyie 
Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm 50. 
57 Siti Hamaliah Binti Ismail, Skripsi: “Al-Bai’u Al-Fudhulii Menurut 






 ِ  يِقِرَابْلا َةَوْرُع ْنَعَو-  ُهْنَع ُ هاللَّ َيِضَر- « هِيبهنلا هَنأ-  َمهلَسَو ِهْيَلَع ُ هاللَّ ىهلَص-  اًراَنيِد ُهاَطَْعأ
 َْشيِل ٍراَنيِدَو ٍةاَِشب ُهَاَتأَف ،ٍراَنيِِدب اَمُهاَدْحإ َعاَبَف ،ِنَْيتاَش ِِهب ىََرتْشاَف ،ًةاَش َْوأ ،ًةهيِحُْضأ ِِهب َيَِرت 
 ِهِيف َحِبََرل ًاباَُرت ىََرتْشا َْول َناَكَف ،ِهِعْيَب يِف ِةَكََربْلِاب ُهَل اَعََدف . » .  يِئاَسهنلا هلاإ ُةَسْمَخْلا ُهاَوَر َْدقَو




"Dari Urwah Al-Bariqi Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu 
Alaihi wa sallam pernah memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor 
hewan kurban atau kambing. Ia membeli dengan uang tersebut dua ekor 
kambing dan menjual salah satunya dengan harga satu dinar. Lalu ia 
datang kepada beliau dengan seekor kambing dan satu dinar. Beliau 
mendoakan agar jual belinya diberkahi Allah, sehingga kalaupun ia 
membeli debu, ia akan memperoleh keuntungan. (HR. Al-Khamsah 
kecuali An-Nasa'i. Al-Bukhari meriwayatkan hadits tersebut dalam 
salah satu riwayatnya, namun lafazhnya tidak seperti itu. At-Tirmidzi 
juga mengeluarkan satu saksi dari hadits Hakim bin Hizam) (Dalam 
sanad hadits terdapat Said bin Zaid saudara Hamad yang masih 
diperselisihkan, Al-Mundziri dan An-Nawawi mengatakan sanadnya 
                                               
58 Dari Urwah Al-Bariqi Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi 
wa Sallam pernah memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor hewan kurban atau 
kambing. Ia membeli dengan uang tersebut dua ekor kambing dan menjual salah 
satunya dengan harga satu dinar. Lalu ia datang kepada beliau dengan seekor 
kambing dan satu dinar. Beliau mendoakan agar jual belinya diberkahi Allah, 
sehingga kalaupun ia membeli debu, ia akan memperoleh keuntungan." (HR. Al-
Khamsah kecuali An-Nasa'i. Al-Bukhari meriwayatkan hadits tersebut dalam salah 
satu riwayatnya, namun lafazhnya tidak seperti itu. At-Tirmidzi juga mengeluarkan 





hasan shahih. Di dalamnya ada banyak catatan: Penulis mengatakan, 
"Yang benar bahwa hal tersebut tersambung, di dalam sanadnya 
terdapat rawi yang tidak diketahui.")59 
Dalam hadits terdapat petunjuk bahwa Urwah membeli sesuatu 
yang tidak dapat diwakilkan dan saat menjualnya pun demikian. Karena 
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberinya satu dinar untuk 
membeli hewan kurban. Kalaulah berhenti melakukannya niscaya dia 
membeli hewan kurban dengan sebagian dinar dan mengembalikan 
sebagian yang lainnya. Hal ini yang telah dilakukannya dan dinamai 
oleh para ahli fikih dengan istilah jual beli yang terhenti oleh izin dan 
hal tersebut telah terjadi pada hadits ini.60 
2. Pendapat Para Ulama Mengenai Fudhuli 
1. Sah jual beli yang terhenti. Inilah pendapat yang dipegang oleh 
jama'ah dari ulama salaf dan Al-Hadawiyah sebagai bentuk 
pengamalan hadits. 
2. Tidak sah, itulah pendapat Imam Syafi'i dengan mengatakan, 
"Sesungguhnya izin tidak dapat mengesahkannya dengan 
argumentasi hadits, "Janganlah engkau jual sesuatu yang tidak 
engkau miliki" dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan 
An-Nasa'i. [Shahih: Abi Dawud (3505)] 
Hadits tersebut mencakup barang yang tidak ada dan milik orang 
lain. Asy-Syafi'i ragu akan keabsahan hadits Urwah dan beliau 
memberikan catatan akan keshahihan haditsnya. 
                                               
59 Imam Muhammad Bin Ismail, Subulus Salam, (Bandung: CV 
Diponegoro), Juz 3, Hlm 0762. 
60 Imam Muhammad Bin Ismail, Subulus Salam, (Bandung: CV 





3. Diperinci seperti pendapat Abu Hanifah, beliau mengatakan, 
"Dibolehkan menjual bukan membeli. Seakan beliau membedakan 
antara keduanya. Karena menjual adalah mengeluarkan sesuatu dari 
kepemilikan sang pemilik barang. Dan pemilik mempunyai hak 
untuk menyempurnakan miliknya, bila dia mengizinkan, maka 
gugurlah haknya. Hal tersebut berbeda dengan membeli merupakan 
penetapan kepemilikan sehingga harus ada penguasaan pemilik atas 
barang tersebut. 
4. Pendapat Imam Malik kebalikan apa yang dikatakan Abu Hanifah 
seakan beliau hendak menggabungkan antara dua hadits. Yakni 
hadits "Janganlah engkau jual sesuatu yang tidak engkau miliki" 
dengan hadits Urwah kemudian mengamalkannya selama tidak 
bertentangan. 
5. Pendapat Al-Jashshash menganggap sah bila diwakilkan untuk 
membeli sesuatu tapi dia membeli sebagiannya. Bila hadits Urwah 
shahih, maka mengamalkan hadits tersebut merupakan pendapat 
yang kuat.61 
 
3. Pandangan MUI Provinsi Sumatera Selatan tentang Jual Beli 
Fudhuli dalam Hukum Ekonomi Syariah 
Pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
kiasan dari kata pendapat. Pendapat adalah hasil pemikiran seseorang, 
buah pemikiran seseorang, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, 
                                               
61 Imam Muhammad Bin Ismail, Subulus Salam, (Bandung: CV 





menyelidiki, dan menganalisa) yang umumnya berkisar pada masalah 
yang berhubungan dengan fakta dan keinginan.62 
Setelah penulis melakukan wawancara terhadap Pengurus 
Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Selatan, penulis akan 
memaparkan beberapa uraian pendapat dari ulama tersebut, 
diantaranya: 
Menurut Bapak K.H Amin Dimyati Hamza, SH terkait jual beli 
fudhuli terdapat banyak pandangan, ada yang mengatakan sah dan ada 
yang mengatakan tidak sah tetapi di dalam hadist riwayat Ibnu hiban 
hlm 4938 darul qudni 2852 dan di sakhihkan oleh soheh ar naud 
mengatakan  
63 َُهنْمَسّمرَه ْناْيَشّمَرَح  َذِا َالله ِّنا 
Unsur keharaman fudhuli ialah kurangnya pihak karena jual beli 
ada syarat masyruk yang harus dilengkapi sepenuhnya. Namun menurut 
beberapa imam lainnya mengatakan sah karena sama-sama setuju tetapi 
harus dikontrol secara cermat apakah barang ini memang sudah 
melengkapi persyaratan jual beli kalau memang belum maka tidak 
diperbolehkan karena disisi barang itu perlu adanya syarat-syarat yang 
harus dilengkapi walaupun syarat itu bukan suatu unsur mutlak 
menentukan kehalalan tetapi syarat itu merupakan salah satu yang 
                                               
62 Diakses di https://kbbi.web.id pada 27 juli 2018 
63 artinya : “ketika allah mengharamkan permasalahan maka 






menyempurnakan syarat jual beli, beliau juga berpendapat bahwa 
fudhuli terdapat unsur riba yaitu kurangnya keterliban pemilik atau 
pemerintah, beliau berlandaskan pada Al-Qur’an :64 
  
   
  
     
    
    
   
    
      65 
Menurut Bapak Mahmuddin beliau sependapat dengan Bapak 
Kh. Dimyati Amin Hamzah S.H. bahwa jual beli fudhuli itu tidak 
diperbolehkan atau illegal karena kekurangan satu syarat jual beli yaitu 
hak milik atau kewenangan itu di dimiliki si penjual atau si pembeli, 
walaupun pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan diperbolehkan 
                                               
64 Wawancara dengan Bapak Kh. Dimyati Amin Hamzah S.H pada 25 juli 
2018 pukul 09.00 Wib 
65 Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu 
berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada 
Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 






tetapi lebih baik menjauhi daripada mengikuti sesuatu yang tidak 
pasti.66 
Menurut Bapak Kh. Syarifuddin Ya’kub M.HI bahwa jual beli 
fudhuli itu diperbolehkan, Bapak Kh. Syarifuddin Ya’kub mengatakan 
ketika Nabi Muhammad Saw meminta Al Bariqi untuk membeli seekor 
kambing dengan satu dinar lalu Al Bariqi kembali dengan membawa 
seekor kambing dan satu dinar, ketika itu Akadnya yaitu untuk 
membeli maka itu boleh dan sah-sah saja, yang tidak diperbolehkan 
yaitu ketika kita menitipkan suatu barang atau uang dan orang yang 
dititipkan gunakan titipan itu dengan tujuan untuk menguntungkan 
pemilik asli atau yang menitipkan maka itu tidak diperbolehkan, 













                                               
66 Wawancara dengan Bapak Mahmuddin pada 25 juli 2018 pukul 11.00 wib 
67 Wawancara dengan Bapak Kh. Syarifuddin Ya’kub M.hi pada 27 juli 2018 









1. Kata fudhuli turunan dari kata fadhl, yang artinya kelebihan. 
Sementara secara istilah, para ulama menyebutkan adalah 
melakukan sesuatu atau melakukan akad jual beli yang bukan 
dalam wilayah kekuasaannya. Seperti menjual atau membeli barang 
orang lain, dengan izin dari pemiliknya maupun tidak. Misalkan, 
seseorang secara pribadi menjual barang milik Negara, atau 
seseorang menjual barang (harta) milik istrinya. 
 
2. Menurut MUI Provinsi Sumatera Selatan Transaksi jual beli fudhuli 
sama tata caranya para pembeli atau penjual melakukan transaksi 
jual-beli pada umumnya yang membedakan hanya jual beli fudhuli  
tidak memiliki izin dari pemilik atau yang memiliki hak 
sepenuhnya, namun jual beli fudhuli dianggap tidak sah 
dikarenakan kurangnya rukun jual beli bahkan beberapa ulama di 
MUI mengatakan bahwa jual beli fudhuli itu haram. Unsur 
keharaman fudhuli ialah kurangnya pihak karena jual beli ada 
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